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Radar Bali, "Bupati Kembang Tanggapi Dua Ranperda Inisiatif Dewan," Jawa Pos, (Negara:

13 November 2025), him. 4.

Bupati Kembang
Tanggapi

Dua Ranperda
Inisiatif Dewan

' Disampaikan Dalam

Rapat Paripurna
| NEGARA, Radar Bali - Bupati
Jembrana | Made Kembang Har-
tawan, menghadiri Rapat Paripurna
| 11 DPRD Kabupaten Jembrana Masa
| Persidangan [ Tahun 2025/2026,

lyang diselenggarakan di Ruang

|'~1'i1|.|.n|.; Utama DPRD Kabupaten
Jembrana, Rabu (12/11).

| Rapat paripuma dipimpin langsung

| aleh Ketua DPRD Kabupaten Jembra-
| na, Ni Made Sri Sutharmi, didamping

| para wakil ketua serta dihadiri oleh
seluruh anggota DPRD, Sekretaris

Daerah Kabupaten Jembrana, jajaran

I Forkopimda, para kepala perangkat

daerah, dan undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna kali ini,

Bupati Kembang menyampaikan

| pendapatnya terhadap dua Rancn-
gan Peraturan Daerah ( Ranperda)

vang disampaikan oleh DPRD kKa
bupaten Jembrana, yaitu Ranperda
feniang Badan Usaha Milik Desa
dan Ranperda tentang Pencegahan
dan Penanganan Korban Tindak
Pidana Perdagangan orang.
Secara umum, Bupati mengatakan
 substansi dari kedua rancangan
| peraturan daerah yang disampaikan,
\pada prinsipnya layak dan patut
Iuutuhlihmjulhm pembahasannya,
Isf."!lmm,uui.ipdl.Iiwhum’Iu-m;un.&-.hm
ditetapkan menjudi peraturan daerah
yang diharapkan dapat membawa
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RESPONS POSITIF: Bupati Jembrana | Made Kembang Hartawan (kir) saat menghadiri
| Rapat Paripurna Il DPRD Jembrana, Rabu (12/11).

manfaat nyata bagi masyarakat.
.. Lebih lanjut, kata Bupati Kembang,
badan usaha milik desa memiliki
| peran strategis sebagai pengger
ak perekonomian desa, wadah
pengembangan potensi lokal,
sekaligus sarana pemberdayaan
masvarakat desa.

"Keberadaan peraturan daerah
yang mengatur badan usaha milik
desa menjadi sangat penting agar
\dapat memberikan landasan hukum

vang kokoh bagi pengelolaan dan
pengembangan badan usaha milik
desa ke depan,” ungkapnya.
Selanjutnya, mengenai Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pence-

gahan dan Penanganan Korban
[Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Bupati memandang keberadaan
peraturan daerah ini sangat penting
dan mendesak untuk segera diwu
ljudkan. Fenomena perdagangan
orang, khususnya yang menyasar
perempuan dan anak, merupakin
kejahatan kemanusiaan yang ha
'rus kita tangani secara serius dan
| komprehensif,
Melalui peraturan daerah ini,
{ diharapkan akan terbangun sistem
'perlindungan yang terpadu, mula
| dari upaya pencegahan, penegakan
| hukum, hingga pemulihan bagi para

| korban, Peraturan daerah ini juga



